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Abstract :  This study aimed to examine the practice of earnings management before and 
after the change in corporate income tax rates with Tax Law No. 36 of 2008 on income tax. 
Earnings management in this study using two approaches, which are discretionary accruals 
and deferred Tax. Further research will analyze the factors that affect the practice of earnings 
management proxy variables with the tax incentives of tax planning and tax incentives to 
non proxy earnings pressure, debt levels, audit quality, growth, and profitability. This study 
uses a total of 51 companies registered profits in the Indonesia Stock Exchange during the 
period of observation years from 2007 to 2010. Total observations in this study are 204. The 
results prove that (1) The Company does not make earnings management in response to 
changes in corporate income tax rates in Indonesia, (2) earnings pressure influences 
discretionary accruals, (3) earnings pressure, debt levels and profitability influence deferred tax. 
 
Keywords :  Changes in corporate income tax rates, earnings management, tax incentives, 

non-tax incentives. 
 
Abstrak :  Penelitian ini bertujuan untuk menguji praktek manajemen laba sebelum dan 
setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 
tentang pajak penghasilan. Manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan dua pende-
katan, yaitu akrual diskresioner dan Pajak tangguhan. Penelitian lebih lanjut akan meng-
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba, faktor tersebut adalah 
insentif pajak berupa perencanaan pajak dan non-tax incentives berupa tekanan laba, 
tingkat hutang, kualitas audit, pertumbuhan dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 
51 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan tahun 
dari 2007 sampai 2010. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 204. Hasilnya 
membuktikan bahwa (1) Perusahaan tidak membuat manajemen laba dalam menanggapi 
perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, (2) tekanan laba berpengaruh terha-
dap akrual diskresioner, (3) tekanan laba, tingkat hutang dan profitabilitas berpengaruh 
terhadap pajak tangguhan. 
 
Kata kunci :  Changes in corporate income tax rates, manajemen laba, insentif pajak, non-

tax incentives. 
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PENDAHULUAN 
 

Konflik antara manajemen dengan pe-
merintah biasanya timbul dalam hal perpajakan. 
Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, 
pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk 
memungut pajak setinggi mungkin (merupakan 
penghasilan yang diperoleh pemerintah), sedang-
kan manajeman sebagai pihak yang melakukan 
pembayaran sudah tentu ingin membayar pajak 
sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut 
dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka 
dapat mendorong manajeman untuk mengatasi-
nya dengan berbagai cara, salah satunya dengan 
memanipulasi data laba perusahaan. 

Pada tahun 2008, bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah merevisi 
beberapa Undang-undang perpajakan. Revisi 
tersebut meliputi Undang-undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), 
Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), 
serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) 
(Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan 
tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas 
UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, 
UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU 
No. 36 tahun 2008. 

Melalui UU No. 36 tentang Pajak Peng-
hasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif 
dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini da-
pat mendorong para pengusaha untuk bersaing 
lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah de-
ngan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang 
dikenai tarif 28 % mulai berlaku pada tahun fis-
kal 2009 dan akan menjadi 25 % mulai berlaku 
pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih 
dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib 
Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak 
dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka 
yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan 
saham yang disetor diperdagangkan di Bursa 
Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan 
saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki 
paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. 

Dengan adanya perubahan tarif pajak 
penghasilan badan maka jumlah pajak yang 
aliran dibayarkan oleh perusahaan mengalami 
penurunan (28 % dari penghasilan kena pajak 
pada tahun fiskal 2009 dan 25 % dari penghasil-
an kena pajak mulai tahun fiskal 2010), tetapi 
dengan penurunan tersebut apakah akan mem-
bawa dampak bagi perusahaan untuk tidak 
melakukan manajemen laba? Hal tersebut perlu 
dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya semua 
perusahaan mengharapkan keuntungan yang 
optimal dan laporan keuangannya terlihat bagus. 

Jika perusahaan memandang momen 
tersebut sebagai kesempatan untuk meminimal-
kan pajak, mestinya perusahaan akan menunda 
pengakuan laba/mempercepat pengakuan biaya 
pada tahun sebelumnya sehingga laba tahun 
2009 dan 2010 menjadi tinggi. Dengan cara ini 
perusahaan akan mendapatkan keuntungan 
sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba 
yang ditunda. Studi terdahulu membuktikan 
bahwa pajak dapat menjadi salah satu insentif 
manajer melakukan manajemen laba (Frankel 
dan Trezervant 1994). 

Income taxation dapat memberikan 
motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa 
laba atau earning management. Namun demiki-
an pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam 
mengatur pembukuan atau akuntansi untuk 
penghasilan kena pajak (taxable income), se-
hingga mengurangi ruang gerak manajemen per-
usahaan untuk melakukan earning management. 
Penelitian di Amerika banyak meneliti tentang 
dampak pemilihan metode penilaian persediaan 
LIFO dan FIFO dan pengaruhnya pada beban 
pajak penghasilan, misalnya penelitian yang di-
lakukan oleh Douch and Pincus (1988); Lindahl 
(1989); Dhaliwal, et.al (1994), Cloyd et.al. (1996) 
yang hasilnya menunjukkan bahwa banyak per-
usahaan memilih metode LIFO untuk menghemat 
pajak penghasilan. Kebijakan pemilihan metode 
penilaian persediaan LIFO tidak memungkinkan 
di Indonesia karena penilaian persediaan yang 
diperkenankan dalam peraturan perundangan 
perpajakan di Indonesia hanya metode FIFO dan 
rata-rata. 



Penelitian lain yang dimotivasi pajak 
dilakukan oleh Guenther (1994) yang meneliti 
adanya earning management dalam merespon 
Tax Reform Act (TRA) 1986 di United States. 
Penelitian ini untuk menguji apakah ada perilaku 
earning management yang memanfaatkan peru-
bahan peraturan perpajakan TRA di US, untuk 
meminimumkan beban pajak penghasilan. 
Guenther memfokuskan pada indikasi adanya 
total akrual laba akuntansi dengan membanding-
kan sebelum dan sesudah diberlakukannya TRA. 
Hasilnya gagal membuktikan bahwa penurunan 
tarif pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual 
laba perusahaan untuk meminimumkan beban 
pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Frankel 
dan Trezervant (1994) memfokuskan pada satu 
keputusan pembelian persediaan pada akhir ta-
hun, dengan pembelian akhir tahun dan dengan 
metode LIFO, akan memberikan insentif laba 
lebih rendah sebelum berlakunya TRA sehingga 
ada penghematan pajak. Selanjutnya Yin dan 
Cheng (2004) melakukan pengembangan dari 
penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994). 
Yin dan Cheng (2004) menguji apakah perusa-
haan akan melakukan manajemen laba sebagai 
respon atas penurunan tarif pajak badan di 
Amerika Serikat. Yin dan Cheng (2004) membagi 
sampel penelitiannya ke dalam dua kelompok, 
yaitu: perusahaan yang memperoleh laba (profit 
firms) dan perusahaan yang mengalami kerugian 
(loss firms). Mereka menguji pengaruh dari 
insentif pajak dan insentif non pajak terhadap 
perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan dalam rangka merespon perubahan 
tarif pajak. Yin dan Cheng (2004) menggunakan 
pendekatan discretionary current accrual dalam 
mendeteksi manajemen laba dan menemukan 
bukti empiris, yaitu: (1) Manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh 
laba (profit firm) berhubungan signifikan dengan 
insentif pajak dan insentif non-pajak; dan (2) 
Manajemen laba yang dilakukan oleh perusa-
haan yang mengalami kerugian (loss firm) hanya 
berhubungan signifikan dengan insentif non-
pajak saja. Hal ini menunjukkan bahwa manajer 
mungkin melakukan manajemen laba ketika 

perusahaan mengalami laba sehingga berupaya 
meminimalkan beban pajak. 

Selanjutnya penelitian di Indonesia 
mengenai manajemen laba berkaitan dengan 
perubahan undang-undang pajak dilakukan 
Setiawati (2001), oleh Hidayati dan Zulaikha 
(2003), Wulandari et al. (2004) dan Subagyo dan 
Oktavia (2010). Setiawati (2001) yang menguji 
apakah ada perilaku earning management di 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta dalam merespon perubahaan 
Undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 
yang mulai berlaku 1995. Dalam mendeteksi 
adanya earning management, Setiawati meng-
gunakan pendekatan discretionary accrual. Hasil 
penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya 
perilaku perusahaan terbuka yang berusaha un-
tuk menurunkan  laba pada tahun 1994 dengan 
tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak 
tahun yang bersangkutan.  

Hidayati dan Zulaikha (2003) dalam pe-
nelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkan-
nya UU perpajakan 2000 manajer akan beru-
saha menunda pengakuan laba satu periode 
sebelum berlakunya penurunan tarif pajak baru 
dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak 
yang akan dibayar. Dalam penelitian ini Hidayati 
dan Zulaikha tidak berhasil membuktikan bahwa 
perusahaan berusaha untuk menurunkan laba 
pada tahun 2000. Berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan Wulandari et al. (2004); Subagyo 
dan Oktavia (2010) bertujuan untuk menemukan 
bukti empiris, adanya praktik manajemen laba 
merespon perubahan UU PPh dengan discret-
tionary accrual. Wulandari dkk berhasil membuk-
tikan bahwa perusahaan melakukan manajemen 
laba untuk melakukan penghematan pajak men-
jelang UU perpajakan 2000. Selanjutnya Subagyo 
dan Oktavia (2010) melakukan penelitian praktik 
manajemen laba yang dilakukan perusahaan 
pada periode tahun 2008 dan 2009  atas respon 
perubahan undang-undang tahun 2008, hasil 
penelitiannya membuktikan bahwa perusahan 
melakukan manajemen laba untuk merespon 
perubahan undang-undang.  
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Beberapa penelitian manajemen laba 
telah menggunakan pendekatan lain yaitu pajak 
tangguhan (deferred tax) seperti yang dilakukan 
Holland dan Jackson (2002), Zhang (2002), 
Phillips et al. (2003), dan  Yulianti (2004). Holland 
dan Jackson (2002) dalam penelitiannya mem-
buktikan bahwa terdapat perbedaan sistematis 
antara jumlah pajak tangguhan yang aktual dan 
yang ditetapkan (deferred tax provisions) dalam 
Statement of Standard Accounting Practice 15 
(SSAP 15) tentang Accounting for Deferred Tax. 
Perbedaan itu terjadi karena manajer diijinkan 
untuk membuat kewenangan dalam menentukan 
batasan jumlah pajak tangguhan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan hubungan yang signifikan 
antara deferred tax provisions dengan praktek 
manajemen laba di tahun 1991 dan 1992 pada 
58 perusahaan yang menjadi sample penelitian. 

Phillips et al. (2003) dalam penelitian-
nya mengungkapkan bahwa terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara beban pajak 
tangguhan dengan manajemen laba. Dalam 
penelitian tersebut, beban pajak tangguhan 
diperlakukan sebagai salah satu pengukuran 
accruals bersama-sama dengan pengukuran 
akrual menurut Modified Jones Model (Dechow, 
et.al, 1995) dan pengukuran akrual menurut 
Forward-Looking Jones Model (Dechow et al. 
2003). Penelitian terkait pajak tangguhan di 
Indonesia dilakukan Yulianti (2004) mengenai 
kemampuan beban pajak tangguhan dalam men-
deteksi manajemen laba menunjukkan hasil yang 
positif dan signifikan pada hubungan antara be-
ban pajak tangguhan dengan adanya kemung-
kinan perusahaan melakukan manajemen laba 
untuk menghindari terjadinya kerugian. Penelitian 
tersebut merupakan replikasi atas penelitian 
Phillips et al. (2003). 

Dengan adanya perbedaan hasil pene-
litian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini 
melakukan pengujian kembali kekonsistenan 
hasil penelitian dalam mengindikasikan praktik 
manajemen laba sebelum dan sesudah peru-
bahan UU PPh tahun 2008 pada perusahaan 
yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Selain itu, penelitian ini juga akan menguji apa-

kah manajemen laba yang dilakukan oleh peru-
sahaan dimotivasi oleh insentif pajak atau insentif 
non pajak. Perbedaan penelitian ini dengan pe-
nelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah 1) 
penelitian ini menguji pengamatan dari tahun 
2007 sampai tahun 2010;  2) Penelitian ini juga 
tidak memasukan perusahaan rugi sebagai sam-
pel karena perusahaan yang mengalami kerugian 
(loss firm) tidak perlu melakukan manajemen 
laba untuk meminimalkan pembayaran pajak 
penghasilannya sebab perusahaan yang meng-
alami kerugian tidak haliran membayar pajak. 
Selain itu, berdasarkan peraturan perpajakan di 
Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian 
boleh mengkompensasi kerugiannya maksimal 
dalam kurun waktu lima tahun;  3) Selain itu 
penelitian ini menggunakan dua pendekatan 
dalam mendeteksi praktik manajemen laba yaitu 
metode akrual (discretonary accrual) dan  pajak 
tangguhan (deferred tax).  

Salah satu insentif yang dapat mendorong 
manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah 
keinginan untuk meminimalkan beban pajak 
atau meminimalkan total nilai pajak yang haliran 
dibayar oleh perusahaan (Scott, 2003; Hidayati 
dan Zulaikah, 2003; Setiawati dan Na’im, 2000). 
Di Amerika Serikat terdapat studi empiris ten-
tang perilaku yang memanfaatkan perubahan 
peraturan perpajakan (yang dikenal dengan TRA/ 
Tax Reform Act). Studi empiris ini mengevaluasi 
perilaku manajemen laba dalam kaitannya de-
ngan minimalisasi pajak (Guenther, 1994). Tax 
Reform Act (TRA) di Amerika serikat dipublikasi-
kan pada bulan September 1986, dan berlaku 
efektif 1 Juli 1987 sehingga fleksibilitas kebijakan 
akuntansi berperan sebagai suatu peluang yang 
tersedia untuk menunda pelaporan laba. 
Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) 
mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi TRA 
terhadap perusahaan di United State (US). 
Seperti banyak penelitian manajemen yang lain, 
Guenther memfokuskan pada total akrual. Dalam 
penelitiannya Guenther tidak berhasil membuk-
tikan bahwa satu periode sebelum berlakunya 
TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan 
akrual untuk memaksimumkan penghematan 
pajak.  
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Penelitian yang dilakukan di Indonesia 
oleh Siti Munfiah (2003) dalam mendeteksi ada-
nya earning management menggunakan pende-
katan discretionary accrual model Jones. Hasil 
penelitiaannya tidak dapat membuktikan adanya 
perilaku perusahaan yang berusaha untuk me-
nurunkan laba pada tahun 2000 dengan tujuan 
untuk mendapatkan penghematan pajak tahun 
yang bersangkutan. 

Berbeda dengan penelitian yang dila-
kukan oleh Wulandari dkk (2004) yang yang 
menguji adanya indikasi manajemen laba saat 
sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak 
Penghasilan Badan tahun 2000. Hasil peneliti-
annya membuktikan bahwa faktor perubahan 
tarif pajak penghasilan badan berdampak pada 
perilaku manajemen laba perusahaan. Hal ini 
ditandai dengan nilai hasil pengujian manajemen 
laba yang membuktikan bahwa nilai discret-
tionary accrual setelah perubahan tarif PPh 
Badan lebih tinggi daripada nilai discretionary 
accrual sebelum perubahan tarif PPh Badan. 
Hal ini berarti bahwa pihak manajemen perusa-
haan cenderung untuk menunda penghasilannya 
pada tahun 2000, dimana tarif PPh Badannya 
masih tinggi, dan kemudian mengakuinnya 
sebagai penghasilan pada tahun 2001, dimana 
tarif PPh Badannya lebih kecil, sehingga perusa-
haan dapat memperoleh penghematan pajak. 

Mengacu pada penelitian terdahulu, 
penelitian ini akan menguji penurunan lapisan 
Penghasilan Kena Pajak dan perubahan tarif 
pada Wajib Pajak di Indonesia tahun 2008, yang 
diberlakukan efektif tahun 2009, memberikan 
peluang kepada perusahaan untuk menikmati 
penghematan pajak, sehingga menyebabkan 
manajer untuk melakukan rekayasa akrual laba 
atau beban. Manajemen Laba dalam penelitian 
ini diwakili dengan discretionary accrual  dan 
pajak tangguhan (deferred tax). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yin dan 
Cheng (2004) menggunakan proksi perenca-
naan pajak sebagai ukuran dari insentif pajak. 
Meskipun banyak penelitian di luar negeri yang 
meneliti mengenai perilaku manajemen laba 
dikaitkan dengan perubahan tarif pajak (Scholes 

et al, 1992; Guenther, 1994; Maydew, 1997), 
tetapi hanya penelitian Yin dan Cheng (2004) 
saja yang memasukkan unsur insentif pajak 
dalam penelitiannya. Yin dan Cheng (2004) 
berpendapat bahwa upaya meminimalkan pem-
bayaran pajak perusahaan dibatasi oleh peren-
canaan pajaknya. 

Manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan juga dipengaruhi oleh insentif  atau 
faktor non pajak. Guenther (1994) menemukan 
bukti empiris bahwa insentif non pajak (ukuran 
perusahaan dan kepemilikan manajerial) ber-
pengaruh signifikan terhadap discretionary 
current accrual. Menurut Yin dan Cheng (2004), 
perbedaan dalam insentif non pajak di antara 
perusahaan yang memperoleh laba dengan per-
usahaan yang mengalami kerugian menentukan 
bahwa manajemen laba sebagai respon atas 
perubahan tarif pajak, berbeda di antara kedua 
jenis perusahaan tersebut. Insentif non pajak 
dalam penelitian Yin dan Cheng (2004) diukur 
dengan earnings pressure, tingkat hutang, 
earnings bath, ukuran perusahaan, dan kepe-
milikan manajerial. Holland dan Ramsay (2003) 
menemukan, ada metodologi lain yang dapat 
digunakan dalam penelitian manajemen laba 
yaitu dengan mengidentifikasi kondisi yang 
menimbulkan insentif manajemen laba. Faktor-
faktor tersebut antara lain, ukuran perusahaan, 
kualitas auditor, pertumbuhan penjualan, aliran 
kas operasi, penerapan corporate governance, 
dan penggunaan hutang. 

Di Indonesia penelitian serupa dilakukan 
oleh Yulianti (2004); Subagyo dan Oktavia (2010). 
Faktor pemicu manajemen laba yang digunakan 
dalam penelitiannya adalah, profitabilitas, hutang, 
besarnya perusahaan, pertumbuhan perusahaan 
dan penerapan corporate governance di perusa-
haan. Sedangkan Subagyo dan Oktavia (2010) 
menggunakan pendekatan yang sama dengan 
Yin dan Cheng (2004). 

Pada penelitian ini untuk variabel insentif 
pajak digunakan proksi perencanaan pajak yaitu 
tarif pajak dikali laba komersil sebelum pajak 
dikurangi beban pajak kini seperti yang dilaku-
kan oleh Yin dan Cheng (2004); Subagyo dan 
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Oktavia (2010). Penelitian ini tidak memasukan 
beberapa ukuran dari insentif non pajak yang 
dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010) 
antara lain: 
a. Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, 

dan Earnings bath karena pada hasil peneliti-
an yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia 
(2010), variabel ini tidak berpengaruh signifi-
kan terhadap earnings management. 

b. Persentase saham disetor yang diperda-
gangkan di BEI, karena pada hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia 
(2010), variabel ini tidak berpengaruh signifi-
kan terhadap earnings management. Selain 
itu terdapat penurunan batas porsi saham 
publik untuk mendapatkan insentif pajak, dari 
40% menjadi 35%, menurut pengamat pasar 
modal Edwin Sinaga dalam Harian Seputar 
Indonesia tanggal 3 Oktober 2011 bahwa 
pengurangan batasan untuk mendapatkan 
insentif pajak, belum bisa dipastikan penga-
ruhnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka insentif 
non pajak yang digunakan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Earnings pressure 

Insentif pajak mengimplikasikan bahwa per-
usahaan akan memilih untuk menurunkan 
laba sebagai respon atas penurunan tarif 
pajak. Untuk perusahaan yang labanya tidak 
mencapai target, penurunan laba yang dilaku-
kan untuk tujuan pajak dapat dikurangi oleh 
earnings pressure guna meningkatkan laba 
akuntansi. 

b. Tingkat Hutang 
Dalam konteks penurunan tarif pajak, keputus-
an untuk melakukan manajemen laba sangat 
erat kaitannya dengan tingkat hutang perusa-
haan. Ukuran ini tetap dimasukkan walaupun 
dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) 
tidak berpengaruh signifikan karena  per-
usahaan akan melakukan manajemen laba 
secara agresif untuk mencegah pelanggaran 
terhadap kontrak hutang (Watts dan 
Zimmerman,1986). 

c. Kualitas Auditor 
Variabel ini merupakan variabel yang berbe-
da dari Subagyo dan Oktavia (2010). Varibel 
ini dimasukkan karena ukuran Kantor Akuntan 
Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan 
akan berhubungan dengan keandalan dan 
kualitas hasil auditnya. Auditor merupakan 
pihak independen yang dapat mengurangi 
fleksibilitas manajemen melakukan mana-
jemen laba. Semakin besar ukuran KAP akan 
semakin baik kualitas audit perusahaan. 
Auditor yang termasuk didalam lima besar 
(Big Five) diyakini memiliki pengalaman dan 
kualitas audit yang lebih baik bila di banding 
auditor di luar lima besar. 

d. Pertumbuhan (Growth) 
Variabel ini merupakan variabel yang berbe-
da dari Subagyo dan Oktavia (2010). Varibel 
ini dimasukkan karena menurut Mc.Nichols 
(2000) menyatakan bahwa besarnya akrual 
diskresioner terkait dengan pertumbuhan 
perusahaan, karena variabel pertumbuhan 
haliran dimasukkan ke dalam model yang 
menggunakan akrual diskresioner. Ukuran 
pertumbuhan disini adalah pertumbuhan pen-
jualan perusahaan antar periode. Pertumbuhan 
penjualan mempengaruhi kecenderungan 
perusahaan untuk mengelola laba. Perusaha-
an dengan pertumbuhan tinggi akan merasa 
tidak perlu mempengaruhi laba agar menjadi 
positif atau meningkatkan labanya melalui 
manajemen laba.  

e. Profitabilitas (ROA) 
Variabel ini sebenarnya variabel yang berbe-
da dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel 
ini dimasukan karena berdasarkan Hipotesa 
bonus plan; insentif manajer pada umumnya 
didasarkan pada profitabilitas perusahaan. 
Karenanya profitabilitas dapat dijadikan in-
dikasi dilakukannya manajemen laba dalam 
perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini 
menggunakan pengukur ROA (Return on 
Asset). 

Dari kerangka pemikiran di atas maka 
hipotesis umum pertama sampai kedelapan (H-1 
sampai H-8) dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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H1a  Discretionary accrual selama dua tahun se-
telah perubahan undang-undang perpajakan 
lebih tinggi daripada selama dua tahun se-
belum perubahan undang-undang perpa-
jakan. 

H1b  Deferred Tax selama dua tahun setelah 
perubahan undang-undang perpajakan lebih 
tinggi dari pada selama dua tahun sebelum 
perubahan undang-undang perpajakan. 

H1c Discretionary accrual satu tahun sebelum 
perubahan undang-undang perpajakan 
lebih rendah dari pada dua tahun sebelum 
perubahan undang-undang perpajakan. 

H1d  Deferred tax satu tahun sebelum perubahan 
undang-undang perpajakan lebih rendah 
dari pada dua tahun sebelum perubahan 
undang-undang perpajakan. 

H1e  Discretionary accrual satu tahun setelah 
perubahan undang-undang perpajakan 
lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum 
perubahan undang-undang perpajakan. 

H1f  Deferred tax satu tahun setelah perubahan 
undang-undang perpajakan lebih tinggi dari 
pada satu tahun sebelum perubahan undang-
undang perpajakan. 

H1g  Discretionary accrual dua tahun setelah 
perubahan undang-undang perpajakan 
lebih tinggi dari pada satu tahun setelah 
perubahan undang-undang perpajakan. 

H1h Deferred tax dua tahun setelah perubahan 
undang-undang perpajakan lebih tinggi dari 
pada satu tahun setelah perubahan undang-
undang perpajakan. 

H2a  Insentif pajak berpengaruh terhadap discret-
tionary accrual 

H2b  Insentif pajak berpengaruh terhadap deferred 
tax 

H3a  Earnings pressure berpengaruh terhadap 
discretionary accrual 

H3b  Earnings pressure berpengaruh terhadap 
deferred tax 

H4a  Tingkat hutang berpengaruh terhadap 
discretionary accrual 

H4b  Tingkat hutang berpengaruh terhadap defer-
red tax 

H5a  Kualitas Auditor berpengaruh terhadap 
discretionary accrual 

H5b  Kualitas Auditor berpengaruh signifikan ter-
hadap deferred tax 

H6a  Growth berpengaruh terhadap discretionary 
accrual 

H6b  Growth berpengaruh terhadap deferred tax 
H7a  Profitabilitas berpengaruh terhadap discret-

tionary accrual 
H7b  Profitabilitas berpengaruh terhadap defer-

red tax 
 
METODA PENELITIAN 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah per-
usahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada akhir tahun 2010. Penelitian ini mengambil 
periode analisis dari tahun 2006 sampai 2010. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilaku-
kan secara purposive sampling. Berikut proses 
pemilihan sampel : 

 
Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian  

Keterangan Jumlah 

Jumlah Populasi Per 31 Desember 
2010 

420 

Jenis industri jasa keuangan (69) 
Listing setelah tahun 2007 (42) 
Laporan keuangan tidak  lengkap 
dari tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2010 

(188) 

Perusahaan mengalami kerugian 
pada periode 2006-2010 

(70) 

Jumlah sampel yang digunakan 51 
 

Manajemen laba diukur dengan discret-
tionary accruals dan deferred tax expense. 
Discretionary accruals (DA), perhitungan discret-
tionary accruals menggunakan model Jones 
(1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al. 
(1995) yaitu sebagai berikut : 
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a. Menghitung total akrual  
ititit CFNITACC −=  

 
Yang terdiri dari : 

itTACC = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

itNI   = Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t 

itCF  = Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t 
 

b. Menghitung tingkat akrual yang normal 
Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan memisahkan discretionary accrual dengan non 
discretionary accrual, yaitu dengan rumus sebagai berikut :  

( )1211111 )))(()1( −−−− +∆−∆+= itititititititit TAPPETARECREVTATATACC ββα  
 
Yang terdiri dari : 

itTACC   = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

1−itTA  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1 

itREV∆  = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 

itREC∆  = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 

itPPE  = Aset tetap perusahaan i pada tahun t 
211 ,, ββα  = Estimasi non-discretionary accrual 

itε  = error term perusahaan i pada tahun t 
 
Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara non-descretionary accrual dengan discretionary 
accrual yang dinyatakan pada persamaan berikut ini :  

ititit DANDATACC +=  
 
Yang terdiri dari : 

itTACC   = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

itNDA   = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

itDA  = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 
 

c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal  
( )[ ]1211111 )))(()1( −−−− +∆−∆+−= ititititititititit TAPPETARECREVTATATACCDA ββα  

 
Sedangkan Deferred tax (DT)  diukur dengan :  

1−

=
it

it
it TA

DTDT  
 
Dimana, 

itDT   = Deferred tax benefit (expense) perusahaan i pada tahun t 

1−itTA  = Total Asset pada akhir tahun t-1 
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ititititit

itititit

ROAcGROWTHcAUDcDEBTc
EXPRESScTAXPLANYDbTAXPLANYDbaDA

ε+++++
+++=

5432

121 *2010*2009

ititititit

itititit

ROAcGROWTHcAUDcDEBTc
EXPRESScTAXPLANYDbTAXPLANYDbaDT

ε+++++
+++=

5432

121 *2010*2009

Perencanaan pajak (TAXPLAN), Insentif 
pajak diproksikan dengan perencanaan pajak. 
Berdasarkan penelitian Yin dan Cheng (2004), 
perencanaan pajak pada penelitian ini dihitung 
dengan menggunakan rumus berikut : 

 

TAXPLAN = 
2008

2008

2007
2:)*%30(

TA

CTEPTI∑ −
 

 
Yang terdiri dari : 
TAXPLAN  =  Perencanaan pajak 
PTI   =  Pre-tax income 
CTE  = Current portion of total tax expense 

(beban pajak kini). 
 
Pada penelitian ini, digunakan tarif de-

ngan persentase 30% karena sebelum diberla-
kukannya UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 
Penghasilan, lapisan penghasilan kena pajak 
yang dikenakan tarif ini adalah yang paling terbe-
sar proporsinya. Selain itu, alasan digunakannya 
tarif efektif 30% ini karena perusahaan go public 
rata-rata memiliki laba di atas Rp100.000.000,-. 

Earnings pressure (EPRESS) dihitung 
dengan menggunakan rumus, yaitu : (laba tahun 
berjalan–laba tahun lalu) / Total aset awal tahun. 
Tingkat hutang (DEBT) diukur dengan menggu-
nakan rasio kewajiban jangka panjang terhadap 
total aset awal tahun. Kualitas auditor (AUD) 
perusahaan i pada tahun t bernilai 1 jika Big 
Four dan 0 jika lainnya. Sale Growth (GROWTH) 
diukur dengan : 

 

1

1

−

−−
=

t

tt

Sale
SaleSaleSaleGrowth  

 
Profitabilitas (ROA) diukur dengan : 
  

it

it
it TotalAsset

NetIncomeROA =  

 
Hipotesis H1 akan diuji dengan menggu-

nakan Uji beda t-test. Sedangkan untuk menja-
wab Hipotesis H2 sampai dengan H8 akan digu-
nakan regresi berganda dengan model sebagai 
berikut : 

 
Model 1 
 
 
 
 
Model 2 
 
  
 
Keterangan : 
DA   = Discretionary accruals 
DT   = Deferred Tax 
TAXPLAN    = Perencanaan pajak 
 2009YD       = 1 untuk tahun 2009, dan 0 untuk tahun lainnya 

2010YD   = 1 untuk tahun 2010, dan 0 untuk tahun lainnya 
EXPRESS  = Earnings pressure 
DEBT  = Tingkat hutang 
AUD  = Kualitas Auditor 
GROWTH  = Pertumbuhan 
ROA  = Profitabilitas 



HASIL PENELITIAN  
Dari statistik deskriptif terlihat bahwa 

Rata-rata discretionary accrual adalah sebesar 
0,00023491 dan deferred tax adalah sebesar-
0,00018462. Untuk Statistik deskriptif variabel 
lain dari 204 observasi pada perusahaan manu-
faktur dapat dilihat pada table  di bawah ini.  

Tabel 2 
 

  
Uji normalitas data diperlukan untuk 

mengetahui alat analisis yang sehalirannya di-
gunakan yaitu apakah analisa statistik parametrik 
atau non parametrik. Dari hasil uji normalitas 
data terlihat bahwa data berdistribusi normal 
untuk discretionary accrual (DA) tahun 2007 
sampai dengan tahun 2010 karena Asymp. Sig 
(Asymptotic significance 2-tailed) lebih besar 
dari 0,05. Sedangkan untuk data  deferred tax 
(DT) tahun 2008 sampai tahun 2010 berdistribu-
si normal namun data tahun 2007 tidak berdis-
tribusi normal karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih 
kecil dari 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 
H1a sampai H1h maka Ha tidak diterima bahwa 
Perusahaan tidak melakukan manajemen laba 
sebagai respon perubahan tarif pajak penghasil-
an Wajib Pajak Badan di Indonesia. Setelah 
banyak kasus rekayasa laporan keuangan yang 
terjadi di Indonesia, Bapepam semakin mening-
katkan pengawasan terhadap laporan keuangan 
perusahaan publik. Hal tersebutlah yang kemung-
kinan menyebabkan manajemen perusahaan 
publik lebih berhati-hati dalam melakukan reka-
yasa akrual untuk mempengaruhi laba perusa-
haan. Rekayasa yang mencolok akan mudah 
dideteksi dan mendapatkan pemeriksaan dari 
Bapepam sehingga kelangsungan hidup perusa-
haan dapat terancam.  

Penelitian ini konsisten dengan hasil 
yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 
oleh Guenther (1994) yang mengevaluasi peng-
aruh publikasi Tax Reform Act (TRA) terhadap 
perusahaan di Amerika. Selanjutnya penelitian 
ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Setiawati (2000) yang menyatakan tidak ada 
rekayasa laba akrual tahun 1994 dan 1995 de-
ngan diundangkannya perubahan UU Perpajakan 
1994 per 9 November 1994 dan juga konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 
Munfiah (2003) yang dalam pengujiannya menguji 
apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan 
tahun 2000 manajer akan berusaha menunda 
pengakuan laba satu periode sebelum berlaku-
nya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk 
mengurangi besarnya jumlah pajak yang dibayar. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) yang 
menemukan bukti empiris adanya praktis mana-
jemen laba yang dilakukan perusahaan menje-
lang undang-undang perpajakan tahun 2000.  

Dari hasil uji regresi linier berganda yang 
dilakukan serentak selama 4 tahun, menunjuk-
kan bahwa secara parsial hanya satu variabel 
yaitu EPRESS yang berpengaruh signifikan ter-
hadap discretionary accrual. Hasil yang signifikan 
memberikan bukti empiris yang menunjukkan 
bahwa manajer perusahaan publik cenderung 
melakukan “big bath” (meninggikan beban res-
trukturisasi) dimana perusahaan akan melapor-
kan rugi diskresioner dan akrual pada periode 
yang sama ketika laba periode berjalannya nega-
tif dan lebih rendah dari laba periode sebelumnya. 
Hasil ini konsisten dengan temuan Subagyo dan 
Oktavia (2010), Yin dan Cheng (2004). 

Dari hasil uji regresi linier berganda 
yang dilakukan serentak selama 4 tahun, menun-
jukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya manajemen laba secara bersama 
dapat menjelaskan variabel deferred tax. Dari 
beberapa variabel tersebut, secara parsial tiga 
variabel yaitu EPRESS, DEBT dan ROA yang 
berpengaruh signifikan terhadap deferred tax. 
Hal ini membuktikan bahwa EPRESS, DEBT dan 
ROA dapat dijadikan indikasi perusahan untuk 
melakukan manajemen laba melalui deferred tax.  



PENUTUP 
 
Dari uji hasil beda atas discretionary 

accrual dan deferred tax menunjukkan bahwa 
hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan 
discretionary accrual dan deferred tax sebelum 
dan sesudah perubahan UU PPh ditolak. Hal ini 
memberikan bukti empiris bahwa perusahaan 
tidak melakukan manajemen laba sebagai 
respon perubahan tarif pajak penghasilan Wajib 
Pajak Badan di Indonesia. Dari hasil uji regresi 
linier berganda yang dilakukan serentak selama 
4 tahun, menunjukkan bahwa secara parsial 
hanya satu variabel yaitu EPRESS yang berpeng-
aruh signifikan terhadap discretionary accrual. 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen 
laba secara bersama dapat menjelaskan variabel 
deferred tax. Dari beberapa variabel tersebut, 
secara parsial tiga variabel yaitu EPRESS, DEBT 
dan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap 
deferred tax. Ada beberapa hal yang menjadi 
keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) 
jumlah sampel dalam penelitian ini masih kecil; 
(2) Penelitian ini tidak memasukan industri jasa 
keuangan sehingga hasil didapat tidak dapat 
digeneralisir pada semua industri; (3) Penelitian 
ini hanya menggunakan satu variabel pengukur-
an insentif pajak saja yaitu perencanaan pajak 
(tax planning); (4) Pengukuran variabel deferred 
tax dalam penelitian ini menganggap seluruh 
deferred tax sebagai komponen diskresioner. 
Pada kenyataannya terdapat kemungkinan ada 
sebagian deferred tax yang merupakan akibat 
dari kegiatan operasional perusahaan. Karena-
nya pengelompokan keseluruhan deferred tax 
sebagai komponen diskresioner akan menimbul-
kan bias dalam hasil penelitian; (5) Identifikasi 
faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi 
manajemen laba terbatas hanya pada faktor-
faktor insentif dan non insentif pajak yang digu-

nakan dalam model manajemen laba. Dengan 
demikian tidak terlepas kemungkinan adanya 
faktor-faktor lain di luar yang digunakan dalam 
model ini yang memiliki pengaruh signifikan ter-
hadap manajemen laba yang dilakukan perusa-
haan. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki 
penelitian ini berdasarkan keterbatasan di atas, 
yaitu (1) perlu dilakukan penambahan sampel 
dan dapat dicoba untuk meneliti perusahaan di 
sektor usaha tertentu; (2) Penggunaan perenca-
naan pajak sebagai proksi insentif pajak dapat 
diperluas dengan menggunakan insentif pajak 
lainnya; (3) Penggunaan deferred tax dalam 
menjelaskan fenomena manajemen laba belum 
dilakukan di Indonesia sebelumnya, karenanya 
perlu dilakukan penyempurnaan model, misal-
nya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi besaran deferred tax tadi sehing-
ga dapat dikelompokkan sebagai komponen 
diskresioner dan non diskresioner; (4) Penelitian 
dilakukan terhadap sektor usaha tertentu (seba-
gai proksi motivasi earnings management yang 
tetap) dengan data time series untuk mengeta-
hui apakah koefisien 2R  meningkat dengan 
cara ini; (5) Penelitian selanjutnya perlu diiden-
tifikasi lebih rinci mengenai faktor-faktor  yang 
digunakan dalam menguji model terbaik sebagai 
pengukur manajemen laba. Penentuan faktor-
faktor ini sebaiknya dikaitkan dengan tujuan 
(motivasi-motivasi) manajemen laba tertentu 
yang ingin diteliti dalam penelitian yang dilakukan 
tersebut (Scott, 2003). Sebagai contoh, untuk 
perusahaan yang dianggap melakukan mana-
jemen laba untuk menghindari default, faktor-
faktor yang digunakan adalah yang terkait de-
ngan kondisi likuiditas perusahaan. Pada model 
deferred tax (DT), perlu dikaitkan dengan instru-
ment deferred tax seperti penyusutan, penyisihan 
piutang tak tertagih, biaya manfaat pension dan 
metode penilaian persediaan. 
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